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ABSTRAK :

a.

bahwa sebagai tindak lanjut pasal 110 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
diperlukan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Jasa Umum
yang merupakan salah satu sumber pendapataan daerah yang penting
guna menunjang peningkatan pelayanan dan kemandirian daerah
dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi
Jasa Umum.
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